
l. Pasal 18 ayat (6) Undang~Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Llngkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

c. behwa berdaearkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Pera.turan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Purworejo N omor 26 Talmo 2014 ten tang 
Tata C81'a Pemberian lzin Penyimpanan Sementara 
dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun di Kabupaten PulWOt'cj o; 

b. ba.hwa sejalan dengan perk.cmbangan keadaan aerta 
untuk meningkatkan efektivitas dan efisien si 
pelayanan penerbitan perizinan di bidang 
lingkunga.n hidup, maka beberapa ketentuan dala.m 
Peraturan Bupati sebagaiman.a. dimakeud pada 
huruf a, perlu ditinjau kembali dan diuba.h; 

Menimbang a. ba.hwa dalam rangka pengawasan dan pengendaHan 
terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun m.elalui penerbitan lzin Penyimpenan 
Sementara dan Pengumpulan limbah bahan 
berbaha.ya dan beracun di Dae-rah, telah diterbitkan 
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2014 
tentang Tota Cara Pemberian lzin Penyimpanan 
Sementara dan Pengumpulan Llmbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purworejo; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS 
PERATlJRAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 26 TAHUN 2014 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA 
DAN PENGUMPUIAN UMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

DI KABUPATEN PURWOREJO 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 16 TAIIUl( 2016 

BUPATI PURWOREJO 
PROVIRSI JAWA TEXGAH 

ISALINANj 

 



/ 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 26 TAHUN 
2014 TENTANG TATA CARA PEM8ERIAN IZTN TEMPAT 
PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN 
UMBAH BA.HAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI 
K.ABUPATEN PURWOREJO. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 32 TahuiP"2009 tentang 
Perlindungan dan f'fflgelo1aan Lingkunpn Hidup 
{Lembaran Nepra Republik Indonesia Tabun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndoneaia Nornor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah {Lemba.ran Negara Republik 
lndonellia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lnd.oneaia Nomor 5587), 
eebaggirnana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
R.epublilc Indonesia Hornor 5679); 

5. Peratumn Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Umbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Lembaran Negwa Republik lndoneaia 
Tahun 1999 Nornor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3815), eebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan J.irobab Bahan Berbe.rucya dan Beracun 
(Lembaran Negara R.epublik lndoneaia Tahun 1999 
Nomor 190, Tambehan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3910); 

6. Peraturan Menteri Negara Ungkungan Hldup Nomor 
18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahe.ya dan Beracun; 

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizin.an dan 
Pengawasan Limbllb Bahan Berbahaya dan Beracun 
Serta Penpwaaan Pemulihan Akibat Pencemaran 
1..imbe.h Behan Berbahaya dan Beracun oteh 
Pemerintah Daerah; 

 



TRI HANDOYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHON 2016 NOMOR 16 SERI B NOMOR 13 

~~~1 SESUAI DENGAN ASLINYA 
~ A BAGIAN HUKUM 

'L------"Y'"'~ --C) 

Ttd. 

Diundangkan di Purworeio 
pada tangga.l 9 Mel 2016 

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd. 

AGUS BASTIAN 

Ditetapkan di Purworejo 
pad.a tangga1 9 ... 2016 

BUPATI PURWOREJO, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten 
Purworejo. 

(1) Setiap Badan Uaaha yang melakukan kegiatan penyimpanan 
sementara dan/atau pengumpulan Llmbah B3 di Daerah, wajib 
merniliki lzin Penyimpe.nan Sementara dan/ atau Izin Pengumpulan 
Limbah 83. 

{2) Izin sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) diberika.n oleh Bupa.ti. 

(3) Untuk efektivitae dan efilliensi dalarn pemberian lzin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kewenangan 
penandatangan i.zi.n kepada Kepala Instanai Lingkungan Hidup. 

(4) Pelimpahan kewenangan penandatangan lZln sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasa.l II 

Pasa.l 5 

Ketentuan Paaal 5 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara. dan 
Pengumpulan Llmbah Bahan Berbahaya dan Beraeun di Kabupaten 
Purworejo (Berita Daerah K.abupaten Purworejo Tahun 2014 Nemer 26), 
ditambah 1 (satu) ayat yalmi ayat (3), aehingga Paeal 5 berbunyi 
eebagai berikut: 

Paull 

 


